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Abstract

Received: 05 Oktober 2025 This research examines the mechanism for using priority

Revised: 17 Oktober 2025 rights in the process of extending Building Use Rights (HGB) on

Accepted: 28 Oktober 2025 Management Rights Land (HPL) according to applicable laws and
regulations as well as the legal protection mechanism for HGB
holders if there is a rejection of the extension of HGB located on
Management Rights Land (HPL). In this research, the research
addresses two problems, namely: What is the mechanism for using
priority rights in the process of extending Building Use Rights (HGB)
on Land Management Rights (HPL)? And what is the legal protection
for Building Use Rights (HGB) holders if there is a refusal to extend
the HGB located on land with Land Management Rights (HPL)
status? And uses two theories, namely the land registration theory
from Boedi Harsono and legal protection from Satjipto Rahardjo.

The method used in this research is normative juridical
research specifically a library law research or secondary adata with
primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research
approach used the legislative approach, the conceptual approach
and the case approach and the method of collecting the legal
materials are carried out by identifying and taking an inventory of
positive law, journals and other legalsources. The method used in
analyzing materials grammatical interpretation and systematic
interpretation are carried out as well as analogical legal
construction and Argumnentum A Contrario.
For the research results can be obtained the importance of
Priority Rights in the context of extending Building Use Rights (HGB)
on Land Management Rights (HPL). Priority Rights provide former
HGB holders with the opportunity to apply for an extension after their
rights expire, with certain conditions stipulated in PP No. 18 of 2021
and ATR/BPN Ministerial Regulation No. 18 of 2021. The extension
process includes submitting an application, fulfilling seven
requirements, assessment and decision by the authorities, and issuing
an extension if approved. Apart from that, HGB holders have two
legal protection mechanisms, namely preventive through an
agreement stating priority rights, and repressive by filing a lawsuit
in court if the application is rejected.
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INTRODUCTION

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, hak atas tanah diatur dengan
sangat ketat dan sistematis, mencakup berbagai jenis hak yang dapat diberikan oleh
negara kepada individu maupun badan hukum. Salah satu bentuk hak atas tanah
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yang sering digunakan dalam praktek adalah Hak Guna Bangunan (HGB). HGB
memberikan kewenangan bagi pemegangnya untuk mendirikan bangunan di atas
tanah yang bukan miliknya. HGB ini biasanya diberikan dalam jangka waktu
tertentu, dan salah satu aspek penting dari hak ini adalah perpanjangannya setelah
masa berlaku habis.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jangka waktu tersebut dapat
diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun atas permintaan pemegang hak
dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Hak guna-
bangunan tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, tanah
yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi Tanah Negara, Tanah
Hak Pengelolaan dan Tanah Hak Milik. Hak guna bangunan di atas Tanah Negara
dan Tanah Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
Sementara hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak
guna bangunan di atas hak milik.

Tanah hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan
secara otomatis kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau
Tanah Hak Pengelolaan setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan selesai.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, salah satu
tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah Hak
Pengelolaan (HPL). Hak Pengelolaan itu sendiri adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak
Pengelolaan.

Pengelolaan tanah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yang
memungkinkan keberadaan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Tanah Hak
Pengelolaan (HPL). HPL seringkali dimiliki oleh badan hukum tertentu, seperti
pemerintah daerah atau badan usaha milik negara, yang kemudian dapat
memberikan HGB kepada pihak lain. Salah satu hak yang diakui adalah hak
prioritas, yaitu hak bagi pemegang HPL untuk mendapatkan HGB atau memberikan
HGB kepada pihak lain dengan prioritas tertentu. Namun, dalam praktiknya, masih
terdapat ketidaksesuaian antara norma dan praktik, terutama terkait pemanfaatan
hak prioritas dalam pengajuan HGB.

Fenomena yang terjadi bahwa pemegang HGB Prioritas ketika masa berlaku
hak tersebut berakhir dan permohonan perpanjangan HGB ditolak oleh pemegang
HPL.

Contoh kasus dalam penelitian ini antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/TUN/2022.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
18/B/2019/PT.TUN.SBY.
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3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994K/Pdt/2020.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Pdt/2021.

Dalam penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang
relevan untuk disebutkan, antara lain:

1. Tesis Yudith S. Baga, “Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak
Pengelolaan: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor
36/B/2011/PT.TUN.SBY.”

2. Tesis Balqis Hajah Saimah, “Terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan di Atas
Tanah Bekas Hak Guna Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 06
K/TUN/2005).”

3. Tesis Indra Meditya Mardiyanto, “Keabsahan Akta Pelepasan Hak Prioritas
Atas Tanah Sebagai Dasar Pendaftaran Peralihan Tanah Hak Guna Bangunan
Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Kepemilikannya.”

4. Tesis Fajar Gilang Ramdhani, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak
Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya di Kantor Pertanahan
Kabupaten Cirebon.”

5. Tesis Santi Cahyaningsih, “Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan di
Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tegal (Studi Kasus Pasar Sore
di Atas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tegalsari Kota Tegal).”

Berbeda dari penelitian di atas, penelitian ini berupaya mengeksplorasi
keterkaitan antara hak prioritas perpanjangan HGB dengan pengelolaan tanah
negara, serta tantangan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum bagi
pemegang HGB melalui studi kasus putusan pengadilan, yakni Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 275 K/TUN/2022, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 18/B/2019/PT.TUN.SBY, Putusan Mahkamah Agung Nomor
1994K/Pdt/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Pdt/2021. Analisis
putusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut akan menjadi bahan untuk
mengevaluasi perlindungan hukum penggunaan hak prioritas dalam proses
pemberian HGB di atas tanah HPL.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme
penggunaan hak prioritas dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB)
di atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) serta Untuk mengkaji dan menganalisis
perlindungan hukum bagi pemegang HGB Prioritas jika terjadi penolakan
perpanjangan HGB yang terletak di atas tanah dengan status Tanah Hak
Pengelolaan (HPL).

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang
merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menitikberatkan pada analisis
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin hukum yang
terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan Pendekatan
Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approuch). Pengumpulan bahan-bahan
hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan
hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil
penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan
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permasalahan hukum yang dikaji. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan
cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah dalam
sistem hukum pertanahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Hak atas tanah itu sendiri adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah,
dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan
memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di
bawah tanah. Sementara Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Subjek hukum yang dapat memperoleh atau memiliki HGB adalah Warga
Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Bangunan hanya dapat diberikan untuk
kegiatan usaha nonpertanian, antara lain perumahan, perkantoran, industri,
pergudangan, pertokoan, perhotelan, rumah susun, pembangkit listrik, pelabuhan;
atau penggunaan lainnya yang berwujud bangunan. Penggunaan tanah HGB
termasuk sarana pendukungnya seperti lapangan golf, agrowisata, penetasan
(hatchery) dan peternakan pembibitan (breeding farm) harus sesuai dengan rencana
induk (master plan).

Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi: (a) Tanah Negara;

(b) Tanah Hak Pengelolaan; dan (c) Tanah Hak Milik. Syarat permohonan Hak

Guna Bangunan yang berasal dari Tanah Negara meliputi:

a. Mengenai Pemohon:

1. Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa
apabila dikuasakan;

2. Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi
yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha
dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
dalam hal Pemohon badan hukum;

b. Mengenai Tanahnya:

. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa:

a) Sertipikat, akta pemindahan hak, akta/surat bukti pelepasan hak, surat
penunjukan atau pembelian kaveling, keputusan pelepasan kawasan hutan dari
instansi yang berwenang, risalah lelang, putusan pengadilan atau surat bukti
perolehan tanah lainnya;

b) Dalam hal hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum maka bukti perolehan tanahnya berupa berita acara
penyerahan hasil pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a) atau
huruf b) tidak ada sama sekali maka penguasaan fisik atas tanah dimuat dalam
surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang disaksikan paling sedikit
2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah

—
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dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah
setempat atau nama lain yang serupa dengan itu;

Daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang;
Peta Bidang Tanah;

Dokumen perizinan berupa:

KKPR;

Penetapan lokasi, dalam hal tanah yang dimohon merupakan hasil kegiatan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
Perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon
merupakan Tanah Reklamasi.

Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;
Sertipikat Laik Fungsi, untuk permohonan Hak Guna Bangunan yang di atasnya
dibangun Satuan Rumah Susun, apabila ada;

Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada;
Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi Pemohon perorangan atau
dalam bentuk akta notariil bagi Pemohon berbadan hukum dan bertanggung
jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:

. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain

dan statusnya merupakan Tanah Negara;

Tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;

Penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;

Perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di
kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
Pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian;

Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak
dalam keadaan sengketa;

Tidak terdapat keberatan dari pthak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi
jaminan sesuatu utang;

Tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau aset
BUMN/BUMD;

Tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang
dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
Kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam;

Bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain
dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air;

Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau
seluruhnya; dan

Bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi
konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Syarat permohonan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan
meliputi:

a.
1.

Mengenai Pemohon:
Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa
apabila dikuasakan;
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2. Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi
yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha
dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
dalam hal Pemohon badan hukum;

b. Mengenai tanahnya berupa:

. Perjanjian pemanfaatan tanah yang dilengkapi dengan ketentuan kewajiban

pemegang Hak Guna Bangunan meliputi:

a) Kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam;

b) Bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain
dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan

c) Bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi
konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;

2. Peta Bidang Tanah;

c. Sertipikat Laik Fungsi, untuk permohonan Hak Guna Bangunan yang di atasnya
dibangun Satuan Rumah Susun, apabila ada

d. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada.

Syarat permohonan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak Milik

meliputi:

a. Mengenai Pemohon:

1. Identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa
apabila dikuasakan;

2. Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi
yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha
dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
dalam hal Pemohon badan hukum.

b. Mengenai tanahnya berupa:

. Akta pemberian Hak Guna Bangunan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah; dan

2. Peta Bidang Tanah;

c. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;

d. Sertipikat Laik Fungsi, untuk permohonan Hak Guna Bangunan yang di atasnya
dibangun Satuan Rumah Susun, apabila ada; dan

e. Bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada.

Setelah berkas permohonan diterima lengkap dan Pemohon telah melakukan

pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak, tahap berikutnya adalah

pemeriksaan tanah oleh Panitia A. Panitia A adalah panitia yang mempunyai tugas
melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian Data Fisik maupun Data

Yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan Penetapan Hak Pengelolaan,

Pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, serta penegasan

konversi/pengakuan Hak Atas Tanah. Panitia A atau Petugas Konstatasi hanya

melakukan pemeriksaan tanah untuk permohonan HGB di atas Hak Negara dan Hak

Pengelolaan. Sementara permohonan HGB di atas tanah Hak Milik tidak

memerlukan pemeriksaan tanah oleh Panitia A. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan

tanah terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, maka hal tersebut harus
diberitahukan kepada Pemohon.

—

—
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Discussion
Analisis Mekanisme Penggunaan Hak Prioritas Dalam Proses Perpanjangan
Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Menurut Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/TUN/2022, Mahkamah
Agung Republik Indonesia mengadili dan memutus perkara kasasi dalam sengketa
tata usaha negara antara sekelompok warga Kota Tarakan, Kalimantan Utara,
sebagai Pemohon Kasasi, melawan Walikota Tarakan sebagai Termohon Kasasi.
Perkara ini bermula dari diterbitkannya Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor
510/57.1/DKUKMP/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan
berakhirnya jangka waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Hak
Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Tarakan di kawasan Pusat Perbelanjaan
Tarakan (THM). Para Pemohon, yang merupakan pemilik rumah toko di kawasan
tersebut, merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut dan mengajukan gugatan untuk
mendapatkan perpanjangan HGB mereka.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum preventif bagi
pemegang HGB, para pihak dalam perjanjian pemberian HGB di atas tanah HPL
dapat mencantumkan hak prioritas dalam perjanjian dan menentukan penerapannya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku
menyatakan bahwa setelah jangka waktu pemberian HGB di atas tanah HPL
berakhir, pemegang HGB dapat memperpanjang dan memperbarui HGB tersebut.
Dalam hal ini, Negara dapat memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan
keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;

Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
Pemegang hak masith memenuhi syarat sebagai pemegang hak;

Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;

Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

Keadaan Tanah dan masyarakat sekitar. !

Dengan demikian, perjanjian pemberian HGB di atas tanah HPL yang
mencantumkan hak prioritas bagi pemegang HGB dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perjanjian seperti
“pemegang HGB tidak akan meminta hak prioritasnya setelah berakhirnya
perjanjian sewa-menyewa tanah” atau “pemegang HGB tidak mempunyai hak
prioritas apa pun atas bidang tanah yang digunakan” adalah batal demi hukum.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas mengatur bahwa
pemegang HGB dapat diberikan hak prioritas untuk memperpanjang atau
memperbarui HGB di atas tanah HPL. Meskipun demikian, hak prioritas ini baru
hanya timbul di kemudian hari setelah perjanjian dibuat, karena hak prioritas ini
bergantung pada terpenuhinya kewajiban pemegang HGB dan terpenuhinya tujuh

@moe oo o

! Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (4).
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syarat untuk memperoleh hak prioritas sebagaimana telah dikemukakan di atas
(poin a sampai g).

Terkait perlindungan hukum represif, pemegang HGB di atas tanah
HPL yang ditolak permohonan perpanjangan atau pembaruannya berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan jika pemegang HPL melanggar hak prioritas
untuk memperpanjang atau memperbarui HGB tersebut. Tentu saja, langkah
pertama yang harus dilakukan adalah mencoba menyelesaikan perselisihan melalui
negosiasi. Gugatan ke pengadilan dapat dilakukan jika negosiasi tidak
menghasilkan kompromi. Gugatan ke pengadilan ini perlu mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pemegang HGB harus membuktikan bahwa ia merupakan
subjek hukum yang dapat memperoleh atau memiliki HGB sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan—yakni Warga Negara Indonesia dan Badan
Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia—
ketika hak prioritas untuk memperpanjang atau memperbarui HGB tidak diberikan
oleh pemegang HPL.

Kedua, pemegang HGB harus membuktikan di pengadilan bahwa ia
telah memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu sesuai perjanjian dan
memenuhi syarat untuk mendapatkan perpanjangan atau pembaruan HGB
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, pemegang HGB harus membuat gugatan yang tepat dan
mengajukan gugatan ke pengadilan yang tepat. Ketika hendak mengajukan gugatan
ke pengadilan, pemegang HGB harus mempertimbangkan secara cermat apakah ia
akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau gugatan administratif
ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika mengajukan gugatan perdata, pemegang
HGB dapat mengajukan denda hanya jika hal itu disepakati dalam perjanjian. Perlu
dibuktikan adanya pelanggaran hak prioritas untuk membuat perjanjian baru dan
kesepakatan tentang denda yang terikat pada pelanggaran ini. Jika tidak ada
kesepakan denda dalam perjanjian, pemegang HGB hanya dapat mengajukan
gugatan ganti rugi. Namun, ada risiko bagaimana membuktikan jumlah kerugian
yang dialami pemegang HGB akibat pelanggaran hak prioritas ini. Oleh karena itu,
lebih baik berhati-hati saat membuat perjanjian pemberian HGB di atas tanah HPL.

Keempat, pemegang HGB harus meminta putusan sela yang melarang
pemegang HPL mengalihkan HGB kepada pihak ketiga sampai putusan akhir. Jika
tidak, ada risiko pemegang HPL mengalihkan HGB kepada pihak ketiga.

Dalam hal ini, pemegang hak prioritas perlu memahami perbedaan
antara perbuatan yang batal demi hukum (void) dan perbuatan yang dapat
dibatalkan (voidable). Void atau batal demi hukum berarti suatu kontrak tidak sah
dan tidak dapat diberlakukan. Sementara voidable atau dapat dibatalkan berarti
suatu kontrak sah, tetapi salah satu pihak dapat membatalkannya. Perbedaan utama
antara void dan voidable adalah status hukum dan konsekuensinya. Void tidak sah
menurut hukum, tidak dapat diberlakukan, dianggap tidak pernah ada. Sementara
voidable sah dan dapat diberlakukan, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dan
pihak yang dirugikan dapat mencari penyelesaian seperti pembatalan atau ganti
rugi.

Jika para pihak dalam perjanjian awal mencantumkan hak prioritas,
namun di kemudian hari pemegang HPL melanggar hak prioritas pemegang HGB

-135-



Kahfian NM, R., M, F., & Fitrian, A. / Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11(11.D), 128-140

sebelumnya dengan membuat perjanjian pemberian HGB baru dengan pihak ketiga,
maka pemegang HGB sebelumnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Di
sini muncul pertanyaan apakah perjanjian baru yang dibuat dengan pihak ketiga itu
batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Jika merujuk pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka pelanggaran hak prioritas pemegang HGB oleh
pemegang HPL atau perjanjian baru yang dibuat oleh pemegang HPL dengan pihak
ketiga hanya “dapat dibatalkan™ (voidable) olh pengadilan dan tidak dapat
diputuskan “batal demi hukum” (void). Hal tersebut karena peraturan perundang-
undangan yang berlaku hanya menyatakan bahwa Negara “dapat” memberikan
prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan tujuh syarat untuk
memperoleh hak prioritas sebagaimana telah dikemukakan di atas (poin a sampai
g). Kata “dapat” mengandung pengertian bahwa pemegang HPL diperbolehkan
memberikan hak prioritas kepada pemegang HGB, namun tidak diwajibkan.
Dengan kata lain, pemberian hak prioritas kepada pemegang HGB bukan
merupakan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, hak prioritas yang saat ini diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku serupa dengan hak pre-emption. Pelanggaran hak pre-
emption menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Artinya
perbuatan hukum tersebut sah sampai orang yang berhak dari hak pre-emption
mengajukan gugatan ke pengadilan karena perbuatan hukum yang dapat dibatalkan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang
HGB, pemerintah perlu mengatur adanya kewajiban hukum bagi pemegang HPL
untuk memberikan hak prioritas kepada pemegang HGB sehingga pemegang HGB
memperoleh jaminan kepastian hukum untuk memperpanjang dan memperbarui
HGB tersebut di kemudian hari. Jika ketentuan ini dicantumkan ke dalam peraturan
perundang-undangan, maka perbuatan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran
hak prioritas secaar otomatis batal demi hukum. Alasan perbuatan hukum tersebut
batal demi hukum karena kewajiban pemberian hak prioritas kepada pemegang
HGB di atas tanah HPL diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu
perbuatan batal demi hukum jika isi atau maksudnya bertentangan dengan undang-
undang (contra legem), atau mengelak dari undang-undang (in fraudem legis) atau
bertentangan dengan kesusilaan (contra bonum mores). Dalam kasus ini,
pelanggaran hak prioritas dapat diartikan sebagai perbuatan in fraudem legis karena
adanya kewajiban hukum untuk memperpanjang atau memperbarui HGB dengan
pemegang HGB sebelumya. Jika hak prioritas hanya diatur dalam perjanjian tanpa
adanya peraturan perundang-undangan, maka perbuatan hukum pemegang HPL
yang membuat perjanjian baru dengan pihak ketiga tidak dapat dituntut batal demi
hukum. Sebaliknya, jika hak prioritas merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh
undang-undang, bukan hanya oleh perjanjian para pihak, maka apabila dilanggar,
perbuatan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena in fraudem legis.
Dengan demikian, pencantuman kewajiban memberikan hak prioritas dalam
peraturan perundang-undangan dapat memberikan jaminan kepastian dan
perlindungan hukum bagi pemegang HGB di kemudian hari.

CONCLUSION
1) Meskipun tanah tersebut kembali menjadi milik negara, bekas pemegang hak
dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali haknya, asalkan
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memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan hak prioritas dalam proses
perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Tanah Hak Pengelolaan
(HPL) diatur dalam Pasal 37 PP No. 18 Tahun 2021 jo. Pasal 107 Permen
ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah dapat
“memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak untuk mengajukan
permohonan pemberian hak kembali.” Mekanisme penggunaan hak prioritas
dalam proses perpanjangan HGB di atas tanah HPL mencakup langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan: Bekas pemegang HGB harus mengajukan permohonan
perpanjangan sebelum masa berakhirnya hak, idealnya 2 (dua) tahun
sebelumnya.

b. Pemenuhan Persyaratan: Pemohon harus memenuhi 7 (tujuh) persyaratan yang
ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (4) PP No. 18 Tahun 2021.

c. Penilaian dan Keputusan: Pihak berwenang menilai pemenuhan persyaratan dan
memutuskan pemberian hak prioritas jika semua syarat terpenuhi.

d. Penerbitan Perpanjangan: Jika disetujui, pihak berwenang menerbitkan
perpanjangan HGB yang memungkinkan pemohon untuk terus memanfaatkan
tanah HPL sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses ini memastikan bahwa bekas pemegang HGB yang telah mengelola
tanah HPL dengan baik dan memenuhi syarat dapat memperoleh prioritas dalam
perpanjangan haknya.

2) Mekanisme perlindungan hukum untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti
terjadinya penolakan perpanjangan hak, yakni preventif dan represif.
Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui perjanjian yang mencantumkan
hak prioritas untuk perpanjangan HGB, yang harus memenuhi 7 (tujuh) syarat
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika permohonan
perpanjangan ditolak, pemegang HGB dapat menggunakan mekanisme
perlindungan hukum represif dengan cara mengajukan gugatan perdata atau
administratif ke pengadilan setelah upaya negosiasi gagal. Dalam hal ini,
pemegang HGB harus mampu membuktikan status hukumnya dan pemenuhan
kewajibannya sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan.
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